
 
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2026 
TENTANG 

PANDUAN APLIKASI VISUAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menghasilkan acuan yang lebih 

komprehensif dan adaptif, sehingga penerapan identitas visual 
pada aplikasi dapat selaras dengan prinsip estetika yang baik, 
modern, dan sejalan dengan kebutuhan perkembangan 

komunikasi, perlu menetapkan Panduan Aplikasi Visual 
dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang 
Panduan Aplikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidiakn Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta 

Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5509); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk 
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan 
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk 
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan TInggi Negeri Badan 
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6461); 

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA 
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 
Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 
07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas 
Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA 
UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.



Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 
Pendidikan Indonesia; 

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 
10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor 
Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan 
Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonpesia 
Periode 2025-2030; 

      
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN APLIKASI VISUAL 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  

 
Pasal 1 

 
(1) Panduan aplikasi visual merupakan acuan resmi yang 

memberikan gambaran dan arahan mengenai cara 

mengaplikasikan Identitas Visual UPI pada berbagai produk.  
(2) Panduan aplikasi visual menjelaskan penggunaan elemen visual 

seperti gambar, ikon, diagram, ilustrasi, infografik dan video.  
 

Pasal 2 
 

(1) Panduan aplikasi visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
bertujuan agar penerapan identitas visual konsisten, tepat, serta 
mudah dipahami dalam setiap bentuk aplikasi, sistem, maupun 
produk yang menggunakan Identitas Visual UPI. 

(2) Panduan Aplikasi Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1 
disusun dalam bentuk buku dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini. 

 
Pasal 3 

 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
     
 

Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 4 Maret 2026 
REKTOR, 
 
 
 
 
 
 
DIDI SUKYADI 
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Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.


		2026-03-04T13:36:18+0700




